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PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang:

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengeloaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 di

Kabupaten Kampar;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6398);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Naomaor 54Q5):
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedila atas Undang- Undango Nomor 22 Tahun
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2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu 2014  Nomor 123  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

(Lvmbaran Negara Renuhblik Indonesia Tahun 2010
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Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dah Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57);



Menetapkan

10.

11.

12.

1.3.

14.

15.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik

Indone Nomor 26

sia Tahun 2021 Nomar OF\O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
or611):
Peraturan  Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor
961);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021
ara Republik
Indonesia Tahun 2021, Nomor 1424);

Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017
tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita
Daerah Kabupaten Kampaf Tahun 2017 Nomor 20);
Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN .

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022 DI KABUPATEN KAMPAR.
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10.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Kampar.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kampar

Bupati adalah Bupati Kampar.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai

wilayah kerja Kecamatan
Desa adalah kesatuan ma varak
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah ppnyplpngga_aa uriean
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Pengelola Keuangan Degg adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi pberencanaan, pelaksanaan,

beénatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban
keuangan Desa.



11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(pnnm\ tahun

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari rencana
Pembangunan Jangka Menegah Desa dan jangka waktu
1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa,

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

ppmh davaan ma

syarakat,

15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan
marginal, yang bersifat produktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga
kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan
upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan

16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan
oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019
(COVID 19)  yang mepgancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa,

17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehi

yang tetap produktif di téngah Pandemi COVID-19

dengan kedisiplinan warga menerapkan protoko]

kesehatan dengan menggunakan masker



18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan

19,

20.

21.
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23.
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26.

pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang

bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima

diputuskan melalui musyawarah Desa.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa
tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi
tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah

perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya

nercenatan nencanaian Tun
percenatan

1 olinan
untule ce penca paian iuan mbang

Berkelanjutan.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening
kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari
rekening kas Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam
(satu) tahu
perlu dikembalikan oleh Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD

adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten
dalam anggaran pendapatan dan
Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok- pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah

desa dalam peényusunan, pembahasan dan penetapan
APB Desa.

Pembiayaan Desa adalah S€mua penerimaan yang perlu

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun
berikutnya.

anggaran



27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa.

28. Pelaksana  Pengelolaan  Keuangan  Desa, yang
selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa
vang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan
sebagian kekuasaan PKPKD.

29. Sekretaris  Desa adalah perangkat Desa vang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa
yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

30. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

31. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
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teknis yang menjalankan tugas PPKD.

32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar

seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada
Bank yang ditetapkan.

33. Radan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut RIIMDega,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa dipisahkan
guna mengelolah aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

s yang selanjutnya
disingkat SILPA, adalah selisih  lebih

peénerimaan dan pengeluaran an

realisasi

' gg8aran selama saty
periode anggaran.
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2.Surat Permintaan

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dangan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belania Desa Sisa lehih
Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah  selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian

setiap kegiatan, angaran yang disediakan, dan rencana

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APBDesa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnya  disingkat DPPA adalah dokumen yang
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang

disediakan dan rencana penarikan dana untuk

kegiatan yang akan dilaksanakan herdasarkan ke

yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa
dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang
memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan

dana untuk kegiatan lanjutan yang anggaranannya

berasal dari SILPA tahun angearan sehelumn

X
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a,
Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas
masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah
disahkan oleh Kepala Desa.

Pembayvaran

rang selaniutnva
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disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk

mendanai kegiatan pengandaan barang dan jasa.

Pasal 2

Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran

2022, meliputi:



c.
d.

€.

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar
dengan Kewenangan Desa, RKP Desa, Kebijakan Prioritas

Penggunaan Dana Desa;

. prinsip penyusunan APB Desa;

kebijakan penyusunan APB Desa;
teknis penyusunan APB Desa; dan

hal khusus lainnya.

(2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I, Lampiran [I, Lampiran III dan Lampiran IV yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Februari 2022
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Februari 2022
SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 6
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